
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 43 TAHUN 2012

TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

TAHUN ANGGARAN 2O'I2

Menimbang

Mengingat

a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATEM UTARA,

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012, perlu ditetapkan Peraturan Gubemur
sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a1 perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Penjabaran Perubahan AnggaranrPendapatan dan Belanja Daerah Provinsi$umatera Utara Tahun Anggaran 2012;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan
Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor
1 1 03);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
1985 Nomor 68, l'lambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor t2 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1994 Nomor62, Tambahan Lembaran Negara Repubiik lndonesia
Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas llanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang lilomor 21 Tahun 19g7 tentang
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nbmor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3988);
Undang-undang Nomor 28:Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 3851);

b.
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2.

3.
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5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
4400);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2004,Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4421);

L Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nornor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lennbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 484a\;

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran'Negara Republik lndonesia
Nomor 4438);

1 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Penruakilan Daerah dan Dewan iPerwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5043);

12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5049);

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201'l tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5216);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 1950 Nomor 59);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
a02E);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pirnpinan dan Anggota Dewan
Penruakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 20M tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan,Pemrakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4712);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4502);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005
Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a574);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4575);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4576);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2005 ltlomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4578);



22. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Felayanan Minimal
(Lembaran Negara Rqpublik lndonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
a585);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tarnbahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 4593);

24. Peraluran Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah ([rembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2006 l\lomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4614);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan
Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah KabupatenlKota (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tanlbahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737):

26. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Repubtik lndonesia Tahun 2010 Nomor 22,
Tantbahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5104);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5165);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5272);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik lndonesia Normor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Feraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua ata6 Peraturan Menteri Dalam rNegeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik lndonesia Nornor 22 Tahun 20111 tentang Pedornan Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

31. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang tentang Urusan Pemerintahan yang merfiadi Kewenangan Provinsi
Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Utara Nomor 6);

32. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 200E tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan
Penrvakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor
T,Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7);

33. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, fiambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara
Nomor 8);

34. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera
Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Utara Nomor 9);

35. Peraturan Daerah Nornor 6 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah Provinsi Sumatera Utara
(Lembaran Daerah Provinsi Sunratera Utara Tahun 2009 Nomor 6, ilambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara
Nomor 17);

36. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Fokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 1, fambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara
Nomor 1);

37. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun
Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011 Nomor 5);



3g, peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Fendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera

Utara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatrera Utara Tahun 2012 Nomor 3).

MEMUTU$KAN:
: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN2Ol2
Menetapl€n

PasaL {

perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012, adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan
a. Semula
b. Bertambah/(berkurang)

Jumlah Pendapatan setelah perubahan

2. Belanja
a. Semula
b. Bertambahl(berkurang)

Jumlah Belanja setelah Perubahan

3. Pembiayaan
a. Penerimaan

1) Semula
2l Bertambah/(berkurang)

Jumlah Penerimaan setelah perubahan

b, Pengeluaran
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan

Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan

Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Peraturan Gubemur ini.

Rp. 7.677.852.377.570,00
Rp. 627.316.8J9.287,00

Rp. 8.305.169.256.857,00
Rp. (416.128.740.364,00)

Rp. 7AA.027.7&6.491,00

Rp. 20.943.969-126,00
Rp. 720.971,755.617

Rp. 7.332.537.006.953,00
Rp. 556.503.509.540,00

Rp. 7.889.040.516.493,00

Rp. 354.712.415.874
Rp. (49.869.400.621,00)

Rp. 304,843.015.253
Rp. 416.128.740.364,00
Rp.

Pasal 2

sebagaimana tercantum dalam lJampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari



pr!€I3

Pgraturan Gubefiu.lni muhi bedeku pada tanggal diundangkan.

Agar getEp orang mengetahuinya, mem€dntahkgn pengundangan Peli ulan Glb6mur inl dengan penernpdtennya dalanr B€rila Daerah Provir6i SumateE Ubra.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 5 November 2Q12

PIt. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

GATOT PII'JO NUGROHO

Diundangttan di Medan
padatanggat 6- N$rp,nd<f ad7

SEKRETA9DAERAH PROVINS|,

/h
NURDIN UUBIS

BERITA DAERAH PROVINSI suMATERA UTARA TAHUN 2OI2 NoMoR 4I


